
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2OTO

PERATUMN DAEMH IGBUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2O1O

TENTANG

I(AN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

IA PENYULUHAN PERTJNIAN, PERII(ANAN,

, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN IGBUPATEN

" BUTON UTARA

DENGAN MH,\MT TUHAN YANG ,\AAHA ESA

. BUPATI BUTON UTARA,

: a. bahwa dalam rangka petaksanaan Undang'Undang
Nomor 32 Tahun ZW4 tentang Pemerintahan
Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 20f7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undgng
Nohor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyutuhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka Pertu
dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penyutuhan Pirtanian, Perikanan, Peternakan dan

Perkebunan dan K6hutanan Kabupaten Buton

Utara ;

b. bahwa untuk memenuhi maktrd huruf a di atas,
dipandang pertu merntapkan Peraturan Daerah

Foh.Paten Buton tltara-
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964' tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sutawesi Tengah
dan Daerah Tingkat I Kabupaten Buton Utara
dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sutawesi Utara'Tengah dan Daerah Tingkat I

5utawesi Setatan-Tenggara (Lembaran Negara
Repubtik lMonesia Tahun 196/. Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 26871; 

.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana tetah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 20O4

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nonnr 32 Tahun 2W4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
fndonesia Tahun 2ffi4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nornor
44371 sebagairnana tetah diubah dtn kati
teralf,rir dengan Undang-Undang Nonror 12 Tahun
2003 tentang Perubahan Kedtn atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahn 2W4 tentang
Pernerintatnn Daerah (L€mbamn Negara Rep.6tik
lndoneia Tahur 2fl18 Nornor 59, Tambahan
l.embaran Negara Repr"btik Indonesia Nomor
48+11;
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubtlk Indonetla
Nomor 44381;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Slstem Penyuluhan Pertanlan, Pedkanan, dan
Kehutanan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Repubtfk Indonesia Nomor 4660);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsl
Sulawesl Tenggara (Lembaran Negara Repubtik
Indonesla Tahun 2@7 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 46901 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pemba$an Urusan Pemerintahan antara
Pemerlntah, Pemerlntahan Daerah Frabupaten dan
Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubtlk Indonesla Tahun 2007 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesla
Nomor 47371;

9. Peraturan Pemerlntah Nornor 41 Tahun 20f7
tentang Organlsasl Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Repbtlk Indonesla Tahun 2007 Nomor 89
Tambahan Lembaran Negara Repubtlk Indonesla
Nomor 47411;

.|0. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 200E tentang
Unrsan Pemerlntahan yang MenJadi Kewenangan
Pemerlntahan Daerah Klabtpaten Fobtpaten
Butm tltara.

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun zmE tentanS
Orgardsasi dan Tata lterja Dlnas Daeratl
lGbupaten &ttm Utara.
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12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organlsasl dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA

dan Lembaga Telols Daerah Kabupaten Buton
Utara sebagalmana tetah dlubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tertang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata KerJa

Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis

Daerah KabuPaten Buton Utara.

Perwaldtan Rakyat Daerah yang setanJutnya dlsefut DPRD

Denan Perwaldtan Rakyat Daerah l(ah-Paten Buton l}tara ;

Daerah lobtpaten adalah Sekraarls Daerah Propltxi
Buton Utara.

=. Dengan PersetuJuan Bersama

FENMTIUN RAIryAT DAERAH I(ABUPATEN BUTON UTAM

dan

BUPATI BUTON UTAM

l'{ElrtUTUS$N :

: PEMTUMN DAERAH MBUPATEN BUTON UTARA

TENTANG PE '{BENTUIGN 
ORGANISASI DAN TATA

KER'A BADAN PEI.AIGANA PENYULUHAN PERTA}IIAN'

PERIIGNAN, PETERNAI(AN, PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN TGBUPATEN zuTON UTAM.

BA8 I

KETENTUAN 'Ul,tuLi

Pasal I

Inl yang dlmaksttd dengan :

adatah Kabupaten Buton Utara;

Daerah adatah Pemerlntah Kabupaten Buton Utara;

adatah Eupatl Buton tltara ;



adatah Badan Penyutuhan pertanian, perikanan,
, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara.

Badan adatah Kepala Penyutuhan pertanlan, perikanan,
dan Perkebunan, Kehutanan Kabupaten Buton Utara;

adatah Bldang dl llngkungan Seketarlat Badan penyutuhan
In, Perikanan Peternakan, Perk0bunan dan Kehutanan
ten Btfton Utara;

u serta petaku usaha agar mereka mau dan mampu meirotong
mengorganlsaslkan dirinya dalam mengakes informasl pasr,

ryi, permodalan, dan sumberdaya lalnnya, sebagai upaya
menlngkatkan produktlvitas, efisfensl usaha, pendapatan,

keseJahteraannya, serta menlngkatkan kesadaran dalam
,fungsl llngkungan hldup.
ya-ng mencakup tanaman pangan, hortikuttwa,
, dan petemakan yang setanJutnya disebut pertanfan

seluruh kegiatan yang meliputl uaha hulu, traha tanl,
, pemasaran, dan Jasa penunJang pengelolaan sumber

tan pertanian, perlkanan, kehutanan yang selanjutnya
penyutuhan adalah proses pembelaJaran bagi petaku

adatah semua kegiatan yang berhubungan denganr dan pemanfaatan sumber daya fkan dan
annya s€cara berkelanJutan, mutal darl praprodukf,
, pengolahan sampal dengan pemasaran yang dltaksanakan

{lbf, segata Jenls organlsme yang setunfr atau sebagfan darl
s hHpnya berada dl datam tlrgkungan penfran.

nn adatah slstem pequrusan yarry bersangkut paut dergan
kawasan hutan, dan hasft hutan yang-dtsetenggarakan

sutu slstem blsnfs perfkanan.

terpadl dan Hretanjutan.

penyuluhan pertanlan, pedkanan, dan kehutanan yang
nya dlsebut sfstem penyutuhan adatah seluruh rangkalan

an kemampuan, pengetahuan, keterampflan, serta
utama dan pelaku usaha metatui penyutuhan.

manaJemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya
lceseJ ahteraan masya rakat.



hutan adalah witayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
n oteh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

hutan tetap.

utama keglatan pertanlan, perikanan, dan kehutanan yang
tnya disebr,t petaku utama adatah masyarakat dl datam dan

kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan,
daya fkan, pengotah lkan, beserta keluarga Intlnya.

dl datam dan dl sekltar kawasan hutan adatah
yong bermukim dl datam dan dl sekltar kawasan hutan

memftftd kesatuan komunitas soslat dengan kesamaan mata
yang bergantung pada hutan dan aktlvltasnya dapat
terfiadap ekoslstem hutan.

adalah perorangan warga negara Indonesla beserta
atau korporasl yang mengelota usaha di bldang

wanatani, mlnatanl, agropasture, penangkaran satwa
di datam dan di sekftar hurtan, yang meliputl traha

uaha tanl, agrolndustri, pemasaran, dan Jasa penunJang.

nbun adalah perorargan warga negara Indonesla atau korporasl
3 melakukan usaha perkebunan.

adatah perorangan warga negara Indonesla atau
yang metakurkan usaha petemakan.

adalah perorangan warga negara Indonesla atau korporasl
mata pencaharlannya atau ke$atan tsahanya metakukan

adatah p€rorangan warga negara Indonesfa
*orporasl yarg metakukan usaha pembdidayaan ikan.

lkn adatah perorangan warga negara Indonesla atau
yang melakd<an usaha pengotahan lkan.

waha adatah perorangan warga negara lndonesla atau
rsf yang dbentuk menurut hr*um lndonesfa yang mergetda
peilanlan, perlkanan, dan kehutanan.
b4aan petanl, pekebun, petemak, rrtayan, pemhdl daya
lfettgolah lkan, dan masyarakat dl datam dan df seldtar

lutan adatah lembaga yarry dltrmh.fikembargkan darf,
utt* petaku utama,

oan lkan.

daya lkan

a
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pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh

, baik penyutuh PNS, swasta, maupun swadaya, yang

disebut penyutuh adatah perorangan warga negara
yang metakukan kegiatan penyutuhan.

ilriuh pegawal neS€ri slplt yang setanJutnya dlsebut penyutuh
ladatitr pegawat.i'negeri slplt yang diberl tt8as, tanggung

wewenang, dan hak secara penuh oteh peJabat yang

i'nong pada satuan organisasl lingkup pertanlan, perikanan,

lehutanan untuk metakukan kegiatan penyutuhan.

swasta adatah penyutuh yang berasat darl dunia usaha

atau tembaga yang mempunyal kompetensl datam bldang

swadaya adatah petaku utama yang berhasit datam
dan warga masyarakat talnnya yang dengan

sendlri mau dan mampu menJadi penyutuh.

penyutuhan adalah bahan penyutuhan Ygng gkln
kan oteh para penyutuh kepada petaku utama dan petaku

dalam berbagal bentuk yang metlputl Informasi, teknotogi,
sa soslat, manaJemen, ekonoml, hukum, dan ketestarlan

penyutuhan peftanlan, perlkanan, dan kehutanan yang

disebut programa penyutuhan adatah rencana tertutis
dlsusun secara slstematls untuk nremberlkan arah dan

sebagal atat pengendati pencapalan tujuan penyutuhan.

adalah pemberian persetujuan terhadaP tekrptogi
akan digunakan sebagal rnaterl penyutuhan.

n penyuluhan adatah lembaga pemerintah dan/atau
yang mempunyal tugas dan fungsl menyetenggarakan

Penyutdran Pertanlan, Perlkanan, dan Kehutanan yang

nya dlsebut Komlsl Penyutuhan adatah kelembagaan
yang dibentuk pada tlngkat pusat, prwlnd, dan

'ta 
yang terdirl atas para pakar dan/atau fktlsl

mempuryd keahtlan dan kepedutlan datam bldang
atau penrbangLnan perdesaan.



I
atau yang disebut dengan nama [ain, setanjutnya disebut
, adatah kesatuan masyarakat hukum yang memititd

witayah yang berwenang untuk mengatur dan
kepentlSgan masyarakat setempat, berdasarkan

u[ dan adat lptladat setemPat yang diakul dan dihormatl
slstem Pemg[ntahan Negara Kesatuan Repubtik Indonesla.

Fungslonal adatah Jabatan Fungsionat di lingkungan Badan

Pertanlan, Perikanan, Petemakan, Perkebunan dan

Kabupaten Buton Utara.

BAB II

PEATBENTUI(AN

Pasal 2

Peraturan Daerah Ini dibentuk Susunan Organlsasi dan

KerJa Badan Pelalaana Penyutuhan Pertanian, Perfkanan,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara ;

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur
susunan, kedudukan, ttgas pokok dan fungsl Badan

Penyutuhan Pertanlan, Pedkanan, Peternakan,
dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara ;

Struktur Organlsasi Lembaga Teknls Daerah sebagaimana
pada Lamplran Peraturan Daerah Ini.

BAB III

KEDUDUIqN, TUGAS POKOK DAB FUNGSI,

Pasal 3

Penyutuhan Pertanian, Perikanan, Petemakan, Perkebunan
Kehutanan adalah merupakan unsur pendukung tugas

Daerah Kabupaten datam penyusunan dan petaksanaan

daerah yang bersffat speslfik dibidang Penyutuhan
Perlkanan, Peternakan, Perkebtnan dan Kehutanan ;

Penyutuhan Pertanlan, Perfkanan, Petemakan, Perkebunan
hutanan dlplmpln oteh seo'rang f€pata Badan yarn dlarnlot

oteh Btpatl atas usrrt S€kretarls Daenh;

Seketarlat Badan bertanggmg Jawab kepada Bupati
Seketarls Daerah.

t-
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- Petaksana PenYutuhan Pertanian'

.'Il. a- Xehutanan mempunyai tugas

Pasal 4

keblJakan d..n .Pto-gltT:
iJjlt* 

-iJtgit kebljakan dan

pensumPul.l, !:l!:!1,1L

9

Perikanan, Peternakan'

penyutuhan kabuPaten
'ftogtoto PenYutuhan

pengemasan, .dan
utama dan Petaxu

'Jan naslonaU

n penyutuhan dan mengembangkan mekanisme'

ffii;;;il mdtoa' PenYuluhan;

:1";.i;;"P"nv't't'in bagt Petaku

n pemblnaalt . p".11t^Tlttt:L.,:".'i:
fli*"|.';.ili;;;--ii:l:-T:is^1T:,,,1:::n"'un'

Hlll;.'l'l' ;?H ;; ui iY " 
n t-' 

Y :^Y:' l:

ilTil t'';;i;ili" pioi"' pemberaJaran

Pasat 5

kembangkan 
"dan me1tl{t:Tl J:n}o,1s::lrbuhkemuansKalr. ;fi'ril;;'Jin p"t.ru usaha; dan

kgglatan bagl petaXu u[ama ec' ysrr 
-,--L rr\rc .ruir

ka n p e nl n gkata n ka pasl t as P^"1y;,'.t'l,lf; t*?! lll;

sama,
sarana

dan

secara

metaksanakan tqs*'"b$l139 t"fffJi:[.:lilLi:
fl5,5trT$idffi**"^:I?h,o1d"*'' 

Peternakan'

ilii x"t't,.rtinan rneflPunyai fungsl :

dan Perumusan kebllakan dan Program

Kabupaten;

pengembangan ketembagaan dan forum

penlngt<atan lopasltas penyutuhan ;

u4as taln yang dlberlkan oteh Plmplnan'

_Jl
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BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

orsanlsasi Badan Petalsana Penyutuhan Pertanlan,

r, Piternakan, Perkebunan dan Kehutanan terdlrl atas :

Badan
Usaha;

U K.t.nugoan dan Pengembangan SDM Penyutuhan;

= mempunyal tugas p€rumusan . kebijakanaan, stategl,

ilsm. Lerji, me[ode, sarana dan Prasarana Penfduh,
, Integiasi, sinkonlsasl llntas seKor, optlmatlsasl,

, advo[asf masyarakat dengan metibatkan unsur pakar,

tE, lmtlttnl ierkalt, perguruan tingggi dan. sasaran

serta pemblnaan dan pengawasan pada ketatausahaan'

Kelembagaan;
Penyelenggaraan;
Sarana dan Prasarana;

Jabatan Fungslona[.

Organisasi. sebagaimana tercantum pada Lamplran

Daerah lni.

BAB V

PENJABAMN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Baglan Pertama

KePala Badan

Pasat 7

Baglan Kedua

Seketarlat

Pasat t
mempunyal tqas metaksanakan. petayanan

peflGrrnan progriam-, perencanaan, .keeefalvatg1,
ipm5airgan sumberdaya mrrilrla,

hukum dan hr$tngan nrasYarakat ;
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dipimpin oteh seorang Sekretaris yang berada di bawah

lgungjawab kePada KePata Badan'

Pasal 9

'akan tugas sebagaimana dimakud datam Pasal 8,

admlnlstrasi keuangan;

admi nistrasi kePegawaian;

kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan

, rnenyurat;
saslan kebutuhan dan pengetotaan sarana dan

10
penyutuhan.

Pasal

Seketarlat terdiri atas :

Baglan Umum dan KePegawalan ;

'Sub Baglan Perencanaan dan Evaluasi;

Sub Bagian Keuangan dan Pertengkapan.

Ba$an diplmpln oteh seorang Kepata

wah dan bertanggung Jawab kePada
r Sub Baglan yang berada
Sekretadat.

arlng Ketenagaa' offg:lrntngan sDM Penvuluhan

Pasal 11

Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyutuhan
,al tugls menylapkan data base penyutuh PNS,

tan d-an penempatan penyutuh PNS sesual kebutuhan

mengkooidlnlr 
-keberadaan 

penyutuh swasta untuk

kebutuhan petaku utama dan petaku usaha,

I penlnglotan kompetensl penyutuh melalul
dan petitttran yang berpedoman pada standar,.

rs s€rta poh aftat, memfasltltasl penlngkatan kompetensl

utrma dan petaku waha metatul petatlhan, kursus dan

Iang t<etenagaan dan Pengembarqan SDM Pennduhan dlplmpln
*r seorang xepata Bidang yang benda dlbawah dan bertanggurq

kepada Kepata Badan.
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Pasal 12

:nggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasat-i;l:;.s;.n i.n Perigembangan sDM Penvutuhan

fungsl :

data base PenYutuhan PNS ;

ioordinaii penataan penyutuhan PNS' Swasta dan

keuatitasdanmenglkutsertakanpenyutuhpada
petaHhan;
lan Kuatltas SDM petaku utall dan petaku *-tlli

ffi;tp - 
peiyutuh tetadan dan penyutuh yang

Pasat 13

Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyutuhan terdiri

u Sub Bidang Penyuluhan PNs/Aparatur;

!; Sub Bldang Penyutuhan Swasta/Swadaya'

ltb Bldang dipimpln oteh seoranq. T-"ttti::::tdT:Jilt *::X:il ffi;t "'I;;'";;;;;G;"sti*t kgPada Kepata Brdang

[t nig..n dan PengembanganSDM Penyn'rtuhan'

Bagilan KeemPat

Eldang Kelembagaan

Pasal 14

Ketembagaan mempunval jtrf ,ry{1tft :::,P1?;:;'" ;.#ffiiGsi- 
-kelembigaan 

n9nwtu1lt
ffi '[!ffi;;.gii; 'P"unt,- 

meriata dan
r-^-L -l--

ketembagaan peniulu!. pemedntah dan

ii.vrii,iii" Et"nr, mt{]]1at^ntrIfyill'f,H*6;"At '*'t"'*;k'l qT19E ryH
dan ketembaga"n 

'p.nn'tuhan. U"ql:3f-- t"j3
tilrisi'-;frhul;.' pettant"n,'p"ttt.a*n dan

Ketembagaan dlplmpln +t fqftr.lcpata .Bldary 
yarB

dibawah dan bertanhrtg Jawab kepata Kepata Badan'
-a



I keglatan pendatain ketembagaan penyutuhan

dan ketembagan Petanl;

pengembangan keternbagaan penyutuhan pemedntah

r pemblnaan dan penitalan ketembagaan penyutuhan

dan ketembagan Petanl.

Pasal 16

n Ketembagaan terdiri atas :

Bldang Ketembagaan Petani;

Bldang Ketembagaan Pernerlntah.

Pasal 15

tugas sebagaimana dimakud
mempunyai fungsi :

13

datam Pasat 14,

yang berada
Kepata 'Eldang

diplmpln oteh seorang KePata

afr dan bertanggungJawab
Sub bldang

kepada

Baglan Kellma

Bldang Penyelenggaraan

Pasal 17

Penyetenggaraan mempunyal tugas menylapkan d.ata

poienst 
--wttayan. 

dan. airoefosJstem d.l fP_llli|1l
pertanlan, 

-perttanan dln kehutanan, memfasltltasl

i program 
'penyutuhan, peny{rsunan rencana kgrJa

penptlh -yans di sesualkan dengan- program pennltuhan

isan'kebU aksaiaa n d an strategl P€nyutuhan, pengembangan

dan miterl pehytrtuhan yang'disesualkan dengan potensl

dan kehrttriran- petaku utama dan :petaku tsaq ftlS
engg.rok"n foruni, perternuan grqrhan yang terfaft
pengrnan pertmhn, perlkanan dan kehutanan ;

Penyetenggaraan dlpf mpln oteh-seorang K9-Oata. Bldang yang

dlbirrah &n bertaisgung Jawab kepada Kepata'Badan'
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Pasal 18

tugas sebagaimana dimakud datam Pasal 17,

?nggaraan mempunyal fungsi :

Oa-ti potensl wltayah dan penyusunan program keglatan

t
Dro{rama penyutuhan KabuPaten;' Rincana' KirJa penyutuhan disesualkan dengan

penyutuhan dan Program daerah;

,itasi penyusunan rencana kerJa penyutuh;

dan petaku uaha.

PaHl 19

Penyelenggaraan terdlrl atas:

lsub, gtdang Tata Penyutuhan;

'Sub Bidang KerJasama.

Bagfan lGenam

Bldang Sarana dan Prasarana

Pasal 20

metode dan mated PenYutuhan;
forum petanl dan PenYiaPan lnformasi

n pemblnaan monltoring dan evatuasl serta petaporan

raan penyuluhan;
an ti6aiama penyutuh yang ditakanakan oteh petaku

Bldang diplmpln oteh seorang Kepata Sub Bldang yang berada

wah 
- da'n bertanggungtawab kepada Kepata Bldang

Sarana dan Prasarana mempunyal tr4as merencanakan,
,*taristr sarana dan prasarina serta teknotogl Informasl

ln pertanlan, perlkanan dan kehutanan, 'penyebaran
periyr*utran pertanlan, perllonan dan kehutanan;

g Sarana dan Prasarana dlplmp,ln otetr seorang Kepa.ta .BJdttR
6enOa dl bawah dan bertarlSgung Jawab kepada lGpata



Pasal 21
--fietaksanakan 

tugas sebagalmana dimakud datam Pasat

Sarana dan,Prasarana mempunyai fungsl :

penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana serta
pertanlan, perikanan danInformasl penyuluhan

sarana dan prasarana serta Informasi teknotogi
pertanian, pedkanan dan kehutanan;

oordlnaslan penggunaan operasfonal sarana dan prasarana
melakanakan kaJian teknotogl dan penyebaran Informasi

pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 22

Sarana dan Prasarana terdirl atas :

Sub Bfdang Teknotogl dan Informasl;

Sub Bfdang Sarana Penyuluhan.

Bidang dlplmpln oteh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
bertanggung Jawab kepada Kepata Bldang Sarana dan

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungslonal

Pasal 23

Jabatan Fungslonat mempunyal tugas pokok menyiapkan,
Gtt, mengembangkan, mengevaluasl dan metaporkan

penytd$an, peftanlan, Perfkanan, Peternakan, Perkebunan
$utanan nretakanakan sebagian trrgas teknls Badan sesual
keahtlan dan kebutuhan.

Pasal 24
pk Jabatan Ftngslonat yang dfmaksrd datam Pasat 23,
darl seJumlah Pegawal Negerl Slplt datam Jenjang Jabatan

yang terbagl datam berbagal ketonrpok segnl bildang

15

20,

t

I
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Jabatan Fungsional dimakud pada ayat (1) dipimpin
ang. Tenaga. .Fungsional Senior yang ditunJuli oteh
dalam metakanakan tr4asnya bertanggung jawab

Kepata Badan;

J$.atan Fungsfonal dlmakud pada ayat (l] dftentuf€n
foh'kebutuhan dan beban kerjai

I
Badan

Jabatan Fungslonal dlmakud pada ayat (1) dlatur sesuai
Perundang,UMangan yang bertaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

tugas Kepata Badan, Seketaris, Bldang, Kepata
t_Srl Bagian dan Ketompok Jabatan Fungsfonat' di
Badan Penyutuh Pertanlan- Perlkanan PerernrkanPenyutuh Pertanfan, Perfkanan, piternakan,
dan Kehutanan waJlb nrenerapkan prlnslp koordinasl,

dan slnkronfsasl sesual dengan tugas masfng.rnaslng.

Pasal 26

. mengawasf petaksanaan tugas bawahannya
bita terJadi penylmpangan agar mengamblt

yang dipertukan sesual ketentuan peraturan
yang bertaku.

Pasal 27

bertanggung Jawab, memlmpln dan mengkoordinaslkan
masing-maslng dan memberlkan bfmbfngan serta

pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

.Seketaris, Bldang dan Kepata Sub Bagilan/Sub Bldangll dan- mernatuhl petrmJuk dan beraoggwtg -lawa6
{]np maslng-rnaslng dan menyampaifon laponn-birt<ata
rwahunya.

waJlb
dan

-v
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Pasal 29

:l6poran yang diterima oleh Kepata Badan dari bawahannya,
dlotah dan dlgunakan sebagai bahan untuk menytrun laporan

dan untuk membedkan petunJuk teknls kepada bawahan.

Pasal 30

menyampalkan taporan teblh [anJut,
kan pula kepada Satuan Organlsasl

tembusan waJlb
laln yang secara

mempunyal hubungan kerJa.

Pasal 31

imelakanakan tugas, Kepata Badan dibantu oteh Kepata Satuan
lsasl bawahannya dan dalam rangka pemberian bfmblngan

bawahannya waJib mengadakan rapat berkata.

BA8 Vill

PEN GA NGIGTAN DAI.AA{ JABATAN

Pasal 32

,Fp.tu .Badan, Sekretarls, Bidang, Kepata Sub Baglan/Kepata Sub

ltdang diangkat dan dfberhentikan oleh Bupatr atai usut sikretaris
sesuai dengan peraturan perurdang-undangan yang

Fung5lonal yang diangkat dan dlberhenHkan deh Bupatl
kan pada keahllan dan atau keterampllan tertentu

peraturan perundang.undangan yang bertaku.

Pasal 33

Jabatan dan keparrylotan diatur sesrnl ketentuan
yarq bertaku.

\
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BA8 IX

PENGANGIGTAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

badan diangkat oteh Bupati setetah mendapat persetujuan

adatah adatah Jabatan Strukturat Eseton ll.b

irls Badan diangkat dan diberhentlkan oteh Bupati ;

iurts gaAan adatah Jabatan Strukturat Eseton lll.a

Bldang dlangkat dan dlberhentikan oteh Bupatl ;

Bldang adatah Jabatan StruKurat Eseton lll.b.

Sub Bagian, Kepata Seksl dan Kepata UPTD dlangkat dan

Sub Baglan,Kepata Seksl dan'Kepata UPTD adatah Jabatan

Eselon lV.a;

Sub Baglan pada UPT adatah Jabatan Strukturat Eseton

BAB X

ADMINISTRASI DAN PEI,IBIAYMN

Pasal 35

dan pengetotaan adrnlnlstrasl kepegawaian'. lenaga
r, kearslpan dan persandlan dlsetenggarakan oteh Satuan

Pasal 36

pemblayaan yang dfPertulon bagl Petaksana tr4as
Anggaran PendaPatan dan'rDinas dlbebanlon Pada
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

betum cukup dlatur dalam Peraturan Inl akan dlatur teblh
suatu Peraturan tersendlrf dengan berpedoman pada

perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 38

Daerah lni mutal bertaku pada tangga[ diundangkan;

setiap orang mengetahulnya, memerlntahkan
Peraturan Daerah Inl dengan menempatkannya datam

Daerah Kabupaten Kabupaten Buton Utara.

Dltetapkandi B u r a n g a
pada tanggat 18 November2010

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAIGRJAH

di Buranga
tarrygal 20 November 2010

SEKRETARIS DAEMH,

Cao/Ttd

utama Muda, lVlc
.19561231 1982031 1 023

DAEMH IGEUPATEN BUTON I'TARA TA}IUN 2O1O NOA{OR 14

- ----t--



PENJEI..ASAN

ATAS

iumx DAERAH KABUpATEN BUToN urAM NoMoR 6
2O1O TENTANG PE/$EENTUIGN ORGANISASI DAN TATA

PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIIGNAN,
-PETERNAIGN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

I(ABUPATEN BUTON UTAM

wuJud dari desentratlsasi penyetenggaraan

n daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang

32 Tahun 2Co4 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Pemerintahan Antara Pemedntah, Pemerintah Daerah

dan Pemerlntahan Daerah Frabupaten/Kota bahwa satah

yang diemban pemerintah Daerah adalah urusan yang

pitlhan. Urusan pltihan adatah urusan pemerlntahan yang

untuk disetenggarakan terkalt dengan upaya

potensl unggulan yang menJadl kekhasan daerah

ketautan dan perikanan, pertanlan, kehutanan dan

dengan Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2006

Slstem Perryutuhan Pertanian, Perlkanan dan Kehutanan

segata bentuk peraturan petakHnaannya yang

dl slnkonkan dengan Peraturan Pemerlntah Nornor 41

tentang Organlsasl Perangkat Daerah, maka Peraturan

lGbupaten Buton Utara tentang Pembentr*an Organlsasl

F.erja Badan Petalsana Penyutu*tan Pertardan,

Peternakan, Perkehnan dan Kehutanan Kabtpaten

adatah merupakan hal yarq sargat urggn.



lGrena disamping menjadi sebagai landasan hukum terkait
penyetenggaraan pemerfntahan daerah dl bldang

, Juga memperhatikan kondjsl geografis Kabupaten
Utara yang sangat domlnan disektor pertanlan dalam artl
lJpaya pemerfntah daer:ah untuk memanfaatkan secara

sumber daya tenebut, tentu harus dldukung oteh adanya

luatu tembaga atau badan yang secara otonom memlliki tugas
dan fungsl dalam manaJemen penyutuhan dlbldang
, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan,
menyediakan para tenaga penyutuh yang profesionat

ahti dlbfdangnya maslng.maslng.

Substansl Peraturan Daerah Inl terdlrl atas 12 (dua betas)
dan 39 (tiga putuh sembltan) pasat yang secara

a mencermlnkan tentang ekslstensl tembaga atau
keterkaftannya dengan komltmen untuk

pernerintahan daerah secara efisien dan

DEA4I PASAL

Cukup Jetas

2

Cukup Jelas

3

Ctd<up Jetas

1

Crdq.p retas

:___+d-:::-r:, :::_.:! _

_-l

I



pakar yang dimakud adatah tenaga ahti danrnal yang. dlsipUn ltmunya di bldang' penyututriniur, perlkanan, peternikan, perkibil#--A;
lan serta telah memlUki pengataman yang memadaf.

rCtd<up Jetas

t0

Ctd<up Jetas

tl
Ct*up Jetas

12

Ct*up Jetas

3

3

Jetas

Jetas

Jetas

Jetas



'- Cukup Jetas

18

Cukup Jetas

,19

Cukup Jetas
,20

Cukup Jetas

21

Cukup Jetas

22

Cukup Jetas

23

r'

Cukup jetas

24

Cukup Jetas

25

Cukup Jetas

26

Penylmpangan yang dimakud adatah bila bawahan datam
metakanakan tugas tldak sesual dengan tugas pokok dan
fungslnya.

,27

Cukup Jetas

28

: Cukup Jetas

I

4



jetas
29

CUfuP

30

Satuan organfsasl laln yang secara fungsionat mempunyal
hubungan kerJa adatah satuan organlsasf pemerfntah daerah

* Kabupaten Buton Utara datam hat Inl Dlnas Peftanlan,
Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan,

= Dlnas Kehutanan.

31

r Cukup Jetas

32

Cukup Jetas.

33

Cukup Jetas

34

'Cukup Jetas

35
t

; Cuttry letas

36

n Pendapatan dan BetanJa Daerah yang dlmakud
yang tertuang datam Dokumen Petaksanaan Anggaran
Badan Pelakana Penyutuhan Pertanlan, Perlkanan,

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton

.38

Crrhp retas

.-:r- .- . __
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